
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud padahuruf a, perlu menetapkan 

a. bahwa deangan berlak:unya Peraturan Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupatcn Jepara, dan guna guna lebih 
menyederhanakan adrninistrasi dan birokrasi serta 
mengoptimalkan pelaksanaan pemberian hibah dan 
bantuan sosial Kabupaten Jepara, maka Peraturan 
Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pelaporan dan Pe.rtanggung 
jawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 Tahun 
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Jepara Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta 
Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah dan 
Banruan Sosial, perlu ditinjau dan dilakukan 
pengaruran kembali; 

BUPATl JEPARA, 

Menlmbang 

DENGAN RAf{MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MON!TORlNG DAN 

EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOS!AL 

TENT ANG 

PROVINS! JAWA TENGAH 
PERATURAN BUPATl JEPARA 
NOMOR 21 TAHUN 2018 

BUPATI JEPARA 



7. Undang-UndangNomor 23 Ta.hun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587] 
sebagairnana tela.h diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Ta.hun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintah Daera.h 

6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan 
(Lcmba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Ta.mba.han Lembara.n NegaraRepublik 
Indonesia Nomor 5234); 

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
5. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemecinta.h Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Ta.mba.han 
Lernbaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 4438) ; 

Undang - Undang Nomor 15 Ta.hun 2004 tentang 
4. Pemeriksaan Dan Pengelolaan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tamba.han 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamba.han 
Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

1. Undang - undang Nomor 13 tahun 1950 tentang 
Pernbentukan Daerah-Daerah Kabupaten dala.m 
Lingkungan Propinsi Jawa Tenga.h ; 

Peraturan Bupati tentang tata cara penganggaran, 
pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan 
pertanggungiawaban serta monitoring dan evaluasi 
pernberian Hibah dan Bantuan Sosial; 

Mengingat 



12. Peraturan Daerah Nemer 10 Tahun 2006 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 10), sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Nomor IO Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 
Tabun 2016 tentang Perubahan Kedua Alas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik tndonesia 
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: 

LO. Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Pe.raturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi pemerintahan (Lembran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165) ; 

8. Peratura Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 centang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 4578) ; 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 



Pasal l 

Dalam Peraturan Bupari ini yang dimaksud dengan: 

l. Daerah adalah Kabupaten Jepara 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jepara dan perangkat Daerab 
sebagai unsur penyelenggara Pemecintahan Daerah. 

3. Bupati adaJab Bupati Jepara. 

4. Keuangan Daerah adalab sernua hak clan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintaban daerah yang dapat dinilai 
dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaao yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah terse but. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuaogan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerab dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan peraturan daerah. 

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 
mempuoyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 
sebagal Bendahara Umurn Daerah (BUD). 

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangao Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah perangkat daerah pada Pernerintah Daerah selaku 
pengguna anggaran/penggunan barang yang juga melaksanakan 
pengelolaan keuangan Daerah. 

8. Tim anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh 
sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta 
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang 

Menetapkan ; PERATURAN BUPATI TENTAl~G TATA CARA 
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN , PENATAUSAHAAN, 
PELAPORAN, PERTANGGUNG JAWABAN, DAN 
MONrTORINO DAN EVALUASl PEMBERlAN HIBAH DAN 
BANTUAN SOSIAL. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor l l , 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Nomorl l); 



anggotanya terdiri darl pejabat perencana daerah PPKD dan pejabal 
lainnya sesuai dengan keburuhan. 

9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkal RKA· 
PPKD adalah rencana kerja dan angga.ran badan/dinas/biro 
keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah. 

I 0. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA 
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 
program, kegiatan dan anggaran SKPD. 

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat 
DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran 
badan/dinas/biro keuangan/ bagian keuangan selaku Bendahara 
Umum Daerah. 

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 
DPA-SKPD rnerupakan dokumen yangmemuat pendapatan dan belanja 
sctiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleb pengguna 
anggaran. 

13. Hibah adalab pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah 
daerab kepada perusabaan daerah, masyarakal dan organisasi 
kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, 
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus 
menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan 
pemerintah daerah, 

14. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari 
pemerintah daerah kepada individu. keluarga, kelornpok dan/atau 
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang 
bertujuan unruk rnelindungi dari kernungkinan terjadinya resiko sosial. 

15. Resiko sosial adalah kejadian atau perisriwa yang dapat rnenimbulkan 
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, 
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis 
sosial, krisis ekonomi, krisis politik, Ienomena alam dan bencana alam 
yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin 
terpuruk dan tidak dapat hidup daJam kondisi wajar. 

16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalab 
naskah perjanjian hibab yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Dae rah antara pernerintah daerah dengan penerima hibah. 

17. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleb 
anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela 
atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam 
pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalarn wadah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila 
tennasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibenruk 



(1) Pemerintah Daerah dapat mernberikan hibah scsuai dengan 
kemampuan keuangan daerah. 

12) Pemberian Hibah dilakukan setelah mernprioritaskan pcmenuban 
belanja Urusan Wajib dan UrusanPilihan. 

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud ayac (ll memenuhi kriteria 
paling sedikit : 
a. Peruntukannya secara spesifik telah c!itetapkan ; 
b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus 

setiap tahun anggaran kecuali ditenrukan lain oleh peraturan 
perundang-undangan; 

c. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam 
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan 
dan kernasyarakatan ; 

d. Memenuhi persyaratan penerima hibah. 
(4) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran 

program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensl dan 
kepentingan daerah dalam mendukung lerselenggaranya fungsi 

Pasal 4 

BABIB 
HJ BAH 

Bagian Kesatu 
Umum 

(1) 1-Iibab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, 
barang atau jasa. 

(2) Bantuan Sosial sebagaimana c!imaksud dalam Pasal 2 dapat berupa 
uang atau barang. 

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan 
evaluasi pemberian hibah clan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. 

Pasal 2 

BAB O 
RUANO LTNGKUP 

berdasarkan ketenruan perundang-undangan. 

Pasal 3 



(1) Hibah kepada pernerintah pusat sebagaimana dimaksud daiam Pasal 5 
huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga 
pernerintah non kernenterian yang wilayah kerjanya berada dalam 
pemerintah daerah. 

(2) Hibah kepada pernerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru basil pemekaran 
daerah sebagaimana diamanatkan undang-undang. 

(3) Hibab kepada Sadan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 hururf c, diberikan dalam rangka untuk meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketenruan perundang 
undangan. 

(4) Hibah kepada Sadan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diberikan dalarn rangka meneruskan hibah yang diterima 
pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 
5 huruf d, diberikan kepada Badan dan Lembaga : 
a. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan 

peraturan perundang-undangan ; 
b. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memlliki Surat 

Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, 
Gubernur, Bupati atau Kepala Organisasi Perangkat Daerab atau 
Kepala lnstansi Vertikal; 

c. Yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosialkemasyarakatan berupa 
kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukurn adat 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat, dan keberadaanya diakui oleh pemerintah pusat 

Pasal6 

Hibah dapat diberikan kepada : 
a. Pemerintah Pusat: 
b. Pemerintah Daerah lain; 
c. Sadan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Mllik Daerah; dan / atau 
d .. Badan, Lernbaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 

Indonesia. 

Bagian Kedua 
Penerirna Hlbah 

pernerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan 
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan rnanfaat 
urrtuk masyarakat. 

PasalS 



Pasal 8 
(1) Pernerintah, pernerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, 

masyarakat atau organisasi kemasyarakatan menyampalkan usulan 
hibah secara tertulis kepada Bupati. 

(2) Kepala Perangkat Daerah terkalt melakukan evaluasi atas usulan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Hasil evaluasi sebagaimana climaksud pada ayat (2) berupa 
rekomendasi disampaikan kepada Bupati rnelalui TAPD; 

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kernampuan 
keuangan Daerah; 

Bagian Ketiga 
Penganggaran 

(2) Hibah kepada organisasi rnasyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 5 
hruf d, diberikan dengan persyaratan paling sedikit : 
a. Telah terdaltar pada kementerian yang membidangi urusan 

hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuall 
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ; 

b. Berkedudukan dalam Daerab; 
c. Memiliki sekretariat/kantor di Daerah; 

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dirnaksud PasaJ 5 
huruf d, diberikan. dengan persyaratan paling sedlkit : 
a. Memillki kepengurusan yangjelas di daerah; 
b. Berkedudukan dalam daerah; 
c. Memiliki surat keterangan dornisili dari Petinggi/Lurab seternpat; 

dan/atau pernerintah daerahmelalui.pengesahan atau penetapan dad 
pimpinan vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait 
sesuai dengan kewenangannya. 

d. Hi bah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 
Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, cliberikan kepada 
organisasi kernasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau 
organisasi kemasyarakan yang berbadan hukum perkumpulan yang 
telah rnendapatkan pengesahan badan bukum dari kementerian yang 
membidangi urusan hukum dan hak asasi rnanusia sesuai peraruran 
perundang-undangan. 

Pasal7 



Pasal 13 

(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA 
PPKD. 

(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan 
atas DPA -SKPD. 

Pasal 12 

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah oleh Perangkat Daerah 
berpedoman pada peraruran perundang-undangan. 

Pasal 11 

Bagian Kelima 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

(l) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang, 
barang atau jasa yang akan diberikan kepada penerima hibah dalam 
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang 
penjabaran APBD. 

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) rnenjadi 
dasar penyaluran/penyerahan hibah. 

Pasal 10 

Bagian Keempat 
Penetapan Penerima Hibah 

(1) Belanja hibab berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) 
clianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja 
hibah, obyek belanja hibah serta rincian obyek belanja hibah pada 
PPKD. 

(2) Belanja hibah berupa barang atau jasa sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang 
diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke 
dalam jenis belanja barang dan jasa.obyek hibah/bantuan sosial 
barang modal/bukan modal kepada pihak ketiga atau masyarakatdan 
rincian obyek belanja hibah barang modal/bukan modal yang akan 
discrahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat. 

Pasal 9 



(1) Kepala Perangkal Daerah mengajukan permohonan pencairan hibah 
terencana berupa uang ke PPKD_ 

(2) Pencairan hibah terencana dalam bentuk uang dilakukan dengan 
mckanisme pembayaran langsung {LS) rnelalui transfer dari rekening 
Kas Daerah ke rekening penerima btbah. 

(3) Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi berkas/ dokumen 
permohonan pencairan hibah terencana yang terdiri dari : 
a. pakta integritas: 
b. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal; 
c. surat pernyataan ranggungjawab; 
d. sural pernyataan sanggup membuat surat pertanggungjawaban 

(SPJ) dan rnenyelesaikan pekerjaan sampai akhir tahun ; 
e. Keputusan (SK) badan hukum/skt dari instansi terkait ; 
f. NPHD; 
g. hibah diatas Rp, 50.000.000,- ( lima puluh juta ), untuk pekerjaan 

konstruksi dilengkapi dengan rencana anggaran dan biaya, dan 
gambar yang.diketahui dinas terkait; 

h, surai keterangan memiliki atau menguasai hak tanah ; 
i. lruitansi; 
j. nornor rekening bank; 

(1) Setiap pemberian bi bah dituangkan dalam NPHD yang dltandatangani 
bersama oleh Bupati dan penerima Hibah. 

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayal (1) paling sedikit memuat 
ketenruan mengenai : 
a. Pernberi dan penerima hibah ; 
b. Tujuan pemberian hibah ; 
c. Besaran/ rincian penggunaan hi bah yang akan diterima ; 
d. Hak dan kewajiban; 
e. Tata cara penyaluran/penyeraban hlbab; 
f. Tata cara pelaporan hibah, 

(3) Penandatangan NPHD sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) 
didelegasikan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. hibah berupa uang : 

(1) dengan nilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu 
milyar rupiah) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah. 

(21 dengan nilai lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar 
rupiah) dilakukan oleh Sekretaris Daerah, 

b. hibah berupa barang dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah 
sesuai dengan tugas dan Iungsinya. 

Pasal 14 



(l) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas 
penggunaan hibah yang diterimanya. 

(2) Pertanggungjawaban penggunaan hibah rneliputi : 
a. laporan penggunaan hibab oleh penerima hibah ; 
b. surat pemyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hi bah 

yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan ; 
c. bukti -bukt:i pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan 

perundang-undangan bagi penerirna hibah berupa uang atau 
salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah 
berupa barang/jasa. 

Pasal 17 

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan 
hibah kepada Bupati melalui PPKD dcngan tembusan kepada 
Perangkat Daerah terkait. 

12) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan 
penggunaan hibah kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait. 

Pasal 16 

(l) Pertanggungjawaban Pernermtah Daerah atas pemberian hibah 
meliputi : 
a. dokumen usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati ; 
b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerirna hibah; 
c. NPHD; 
d. pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa 

hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD ; dan 
e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti 

serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa 
barang/ jasa . 

Bagian Kerujuh 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

(4) dalam hal Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi dokumen 
sebagaimana ayat (3) dinyatakan benar dan lengkap, maka Kepala 
Perangkat Daerah membuat Surat Pengantar Permohonan Pencairan. 

(5) Selanjutnya Kepala Perangkat Daerah merekomendasikan pencairan 
dana kepada PPKD. 

(6) Kepala SKPKD selaku PPKD memproses permohonan pencairan hibah 
berupa uang sesuai peraturan perundang-undangan yang beclaku. 

Pasal 15 



Anggota/kelompok rnasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 
(1) rneliputi : 
a. Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan 

yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, 
bencana atau fenomena aJam agar dapat memenuhi hidup minimum; 

Pasal21 

(lJ Pernerintah Daerab dapal memberikan Bantuan Sosial kepada 
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah. 

(2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayai f I) 
dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan 
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dengan 
memprioritaskan asas keadilan, keparutan, rasionalitas dan manfaat 
untuk rnasyarakat. 

BABN 
BANTUAN SOSIAL 

Bagian Satu 
Umum 

Dalam ha! monitoring dan evaluasi sebagairnana dimaksud Pasal 18 ayat 
(1) terdapat penggunaan dana bibah yang tidak sesuai usulan yang telah 
clisetujui, penerima hibah dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

Pasal 19 

(1) Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi 
atas pernberian hibah. 

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana climaksud pada ayat (1) 
clisampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala 
Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. 

Pasal 18 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana ayat (2) huruf a dan huruf b 
disampafkan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah terkait 
palinglambattanggal 10 (sepuluh) Januari tahun anggaran berikutnya. 

(4) Pertanggungjawa ban sebagairnana dimaksud ayat (2) huruf c clisimpan 
dan dipergunakan oleb penerirna bibab selaku objek pemeriksaan. 

Bagian Kedelapan 
Monitoring dan Evaluasi 

Pasal 20 



(l) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 22 ayat 
(1) memenuhi kriteria paling sedikit : 
a. Selekti.f ; 
b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial ; 
c. Bersifat sernentara dan tidak terus menerus, kecuali dalam 

keadaao tertentu dapat berkelanjutan ; 
d. Sesuai tujuan penggunaan. 

(2) Kriteria selektif sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan 
babwa banruan sosial hanya diberikan kepada calon penerirna yang 
ditujukan untuk rnelindungi dari kemungkinan sosial. 

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b meliputi : 
a. Memiliki identitas yang jelas ; 
b. Berdomisili dalarn wilayah Daerah . 

(4) Kriteria bersifai sementara dan tidak terus menerus sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pemberian bancuan sosial 
bersifat tidak wajib dan tidak harus diberikan setlap tahun anggaran. 

Pasal23 

(1) Banruan Sosial kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri dari: 
a. Bantuan sosial yang direncaoakao; dan 
b. Banruan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya, 

(3) Baotuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a, dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang 
sudah jelas narna, alarnat penerima dan be saran penerimaan pada saat 
penyusunan APBD. 

(4) Bantuao sosial yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan untuk kebutuhan alcibat 
resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan 
APBD yang apabila ditunda penaoganannya akao menimbulkan resiko 
sosial yang lebih besar bagi individu dan /atau keluarga yang 
bersangkutan. 

(5) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 
sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran 
yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan 
bidang lain yang berperan untuk melindungi Individu, kelompok 
dan/atau masyarakat dari kernungkinan terjadinya resiko sosial. 

Pasal22 



(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung 
oleh penerima bantuan sosial. 

Pasal 25 

(1) Rebabilitasi sosial sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (6) huruf a, 
ditujukan untuk memulibkan dan mengembangkan kemampuan 
seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan 
fungsi sosialnya secara wajar. 

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) 
huruf b, ditujukan untuk mencegah dan meaangani resiko dari 
guncangan dan kerentanan sosial sescorang, keluarga, kelompok 
masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai 
dengan kebutuhannya. 

(3) Perberdayaan sosial sebagaimana dimaksud, dalarn Pasal 23 ayat (6) 
huruf c, ditujukan untuk menjadlkan seseorang atau kelornpok 
masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, 
sehingga mampu rnemenuhi kebutuhan dasamya. 

(4) Jaminan sosial sebagaimana Pasal 23 ayat (6) huruf d, rnerupakan 
skerna yang rnelembaga unruk menjamin penerima bantuan agar dapat 
memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. 

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagairnana dirnaksud Pasal 23 ayat (6) 
huruf e, merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan 
terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak 
mempunyal atau mernpunyai sumber pencaharian dan tidak dapat 
mernenuh! kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. 

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 
(6) huruf f, rnerupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk 
rehabilitasi. 

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaiman dimaksud pada ayac 
(1) huruf c, merupakan bantuan sosial yang diberikan setiap tahun 
anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. 

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagairnana dimaksud pada ayat 
( 1) huruf d. bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: 
a. Rehabilitasi sosial; 
b. Perlindungan sosial; 
c. Pemberdayaan sosial 
d. Jaminan sosial; 
e. Penanggulangan kemiskinan; dan 
I, Penanggulangan bencana, 

Pasal24 



(1) Bantuan Sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja 
tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan 
sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD. 

(2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial 
sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. lndividu dan/atau keluarga; 

Pasal 28 

(1) Bantuan Sosial berupa uang dicantum.kan dalam RKA-PPKD 
(2) Banruan sosial berupa barang clicantumkan dalarn RKA-SKPD 
(3) RKA -PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) menjadl dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD 
sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal 27 

(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan permohonan Bantuan 
Sosial melalui usulan secara tertulls kepada Bupati dengan tembusan 
Perangkat Daerah terkait . 

(2) Usulan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
diketahui oleb Petinggi/Lurah setempat. 

(3) Perangkat Daerab terkait melakukao evaluasi atas permohonan 
Bantuan Sosial sebagaimana dirnaksud ayat (1) 

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa 
rekomendasi untuk dlsampaikan kepada kepada Bupati melalui TAPD. 

Bagian Kedua 
Penganggaran 

(2) Banruan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalab uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti 
beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan 
rniskin, rnasyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan 
kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. 

(3) Banruan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
adalab barangyang diberikan secara langsung kepada penerima seperli 
bantuan kendaraan operasional untuk sekolah Juar biasa swasta dan 
masyarakat tidak marnpu, bantuan perahu untuk nelayan rniskin, 
bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu, bantuan sosial temak 
bagi kelompok masyarakat kurang rnampu. 

Pasal 26 



(1) Penerirna dan besaran Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan 
Bupati tentang penjabaran APBD. 

(2) Penyaluran dan/atau penyerahan banruan sosial didasarkan pada 
daftar penerirna Banruan Sosial yang tercantum dalam Keputusan 
Bupati sebagaimana dlmaksud ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada 
individu dan/ a tau keluarga yang tldak direncanakan sebelumnya. 

(3) Penyaluran/ penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau 
keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 22 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu 
dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari 
pejabat yang berwenang serta mendapat persecujuan Bupati setelah 
diverifikasi oleh SKPD terkait. 

(4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara 
pembayaran langsung (LS). 

Pasal 31 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan dan Penatausahaan. 

(ll Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas 
DPA-PPKD. 

(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas 
DPA-SKPD. 

Pasal 30 

Daftar penerima, alamat penerirna dan besaran Bantuan Sosial harus 
tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, 
tidak termasuk Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang 
tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

b. Masyarakat ; dan 
c. Lernbaga non pemerintahan. 

(3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja 
langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang 
diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja 
hfbah/bantuan sosial barang modal /bukan modal kepada pihak ketiga 
atau masyarakat dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang 
modal atau bukan modal kepada pihak ketiga atau masyarakat. 

Pasal29 



(1) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan 
material atas penggunaan bantuan yang dlterimanya. 

(2) Pertanggungjawaban Pemerlntah Daerah meliputi : 
a. Dokumen permohonan/usulan tertulis dari pemohoa Bantuan 

Sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada 
Bupati; 

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima banruan 
sosial; 

c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan 
bahwa bantuan sosial yang diterirna a.kan digunakan sesuai dengan 
usulan; dan 

Pasal 35 

(1) Kepala Perangkat Daerah terkait membual rekapitulasi bantuan sosial 
kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan 
sebelumnya, paling lambat tanggal 5 (lima) Januari tahun anggaran 
becikutnya. 

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mernuat nama 
penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial yang diterima oleh 
masing-masing individu, 

(3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) clilaporkan kepada 
PPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun anggaran 
berikutnya untuk dikompilasi dan menjadi Japoran Bantuan Sosial 
yang tidak direncanakan. 

Pasal 33 

(3) Penerirna bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan 
penggunaan bantuan sosial kepada Bupati rnelalui PPKD dengan 
tembusan Kepala Perangkat Daerah terkait. 

(4) Penerima bantuan sosial berupa barang/jasa menyampaikan laporan 
penggunaan bantuan sosial kepada Kepala Perangkat Daerah terkait. 

Bagian Keempat 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

(5) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dengan jumlah paling banya.k 
Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat clilakukan secara tunai 
melalui Uang Persediaan (UP). 

(6) Penyerahan bantuan sosial berupa barang dituangkan dalam berita 
acara serah terima barang. 

Pasal32 



Pada saat Peraruran Bupati Ini berlaku, Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serla Monitoring dan 
Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berlta Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Bupati Jepara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serra 
Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita 
Dae rah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku 

BABV 
KE'l'ENTUAN PENUTUP 

Dalam ha! monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat 
(l) terdapat penggunaan danaBantuan Sosial yang tidak sesuai usu Ian yang 
telah disetujui, penerimaBantuan Sosial dikenakan sanksi sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 37 

(1) Kepala Perangkat Daerah terkair melakukan monitoring dan evaluasi 
atas pernberian banruan sosial. 

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala 
Perangkac Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. 

Pasal 36 

Bagian Kelirna 
Monitoring dan Evaluasi 

d. Bukti transfer/ penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial 
berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian 
bantuan sosial berupa barang. 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan 
huruf c, dikecualikan terhadap bantuan sosiaJ yang tidak direncanakan 
sebelumnya. 

Pasal 38 



AERAH KABlJPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR 21 

SEK.RETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 23 April 2018 

\ 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 23 Api,il 2018 

Agar setiap orang mengetabuinya memerintahkan pengundangan Peraruran 
Bupati ini dengan penem-patannya dalam Berita Daerab Kabupaten Jepara 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Pasal 39 


